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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran Magang 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus 

menerus, terencana, terarah dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan bersama. 

Pelaksanaan pembangunan tidak hanya fokus di pemerintah pusat saja 

melainkan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah merupakan lembaga 

yang mengatur perekonomian daerah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan 

adalah kesiapan keuangan daerah dalam bentuk pengeluaran untuk membiayai 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Wujud dari kesiapan 

keuangan daerah berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pengeluaran kas daerah berupa kegiatan pembelanjaan daerah. Pengeluaran kas 

merupakan komponen utama dalam melaksanakan program pembangunan yang 

telah dianggarkan oleh pemerintah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan 

dalam pengeluaran kas meliputi pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan dokumen, 

dan dokumen yang digunakan dalam pengeluaran kas sebagai pendukung. 

Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi yang ruang 

lingkupnya berada pada  pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengelola 

anggaran pada masing-masing daerah.  Kecamatan merupakan salah satu bagian 

dari SKPD yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam pelaksanaan 

pemerintahan daerah. 
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Setiap pengelola anggaran di lingkungan pemerintah daerah merupakan 

entitas akuntansi. Kecamatan selaku SKPD yang merupakan entitas akuntansi 

mempunyai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah, antara lain Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, 

Pejabat Penatausahaan Anggaran, Bendahara, serta Pembuku. 

Sesuai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 tahun 

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan 

semua yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah 

dapat diatur dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan 

dibentuknya peraturan tersebut untuk menciptakan manajemen dalam 

organisasi yang dapat mengevaluasi sistem dan prosedur yang berjalan. 

Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang baik serta memperbaiki sistem 

yang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan 

tujuan yang ingin di capai. Upaya pemerintah untuk meminimalisir resiko yang 

terjadi yaitu dengan penerapan sistem akuntansi.  

Kecamatan Pakem merupakan salah satu bagian dari SKPD yang berada di 

bawah naungan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Segala bentuk kegiatan pada Kecamatan Pakem bersumber dari APBD yang 

berupa kas. Terdapat dua prosedur akuntansi atas kas, yaitu prosedur akuntansi 

penerimaan kas dan prosedur akuntansi pengeluaran kas. Prosedur penerimaan 

kas meliputi semua transaksi-transaksi kas masuk, sedangkan prosedur 

pengeluaran kas menangani semua transaksi-transaksi kas keluar yang terjadi 

pada instansi terkait.  
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Kegiatan pengeluaran kas berupa pembelanjaan pemerintahan daerah diatur 

sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkam. Anggaran pemerintah daerah 

hanya dapat dicairkan 2 mekanisme, yaitu pencairan dana Langsung dan 

pencairan dana menggunakan Uang Persediaan (UP). Pencairan dana Langsung 

dilaksanakan secara langsung dibayarkan kepada pihak yang terkait secara 

pemindahbukuan menggunakan surat perintah membayar langsung. Sedangkan 

pencairan dana menggunakan Uang Persediaan berupa uang muka yang dapat 

dicairkan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja yang tidak dapat 

dibayarkan dengan dana langsung. Dana UP hanya dapat dicairkan satu kali 

dalam satu periode anggaran. Dana UP bersifat revolving yaitu dapat di isikan 

kembali. Selanjutnya untuk melakukan pengisian kembali dana UP dijalankan 

prosedur pencairan dana menggunakan Ganti Uang Persediaan (GU).  GU 

hanya dapat dicairkan ketika UP yang telah digunakan terdapat bukti berupa 

surat pertanggungjawaban yang dinyatakan sah oleh pihak yang terkait. 

Pencairan dana GU dapat dilakukan lebih dari satu kali berdasarkan kebutuhan. 

Pihak yang berwenang sehubungan dengan prosedur pengeluaran kas yaitu 

Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran bertugas menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD.  

Bendahara Pengeluaran memiliki prosedur atas penatausahaan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya. Bendahara Pengeluaran 

diharapkan mampu melaksanakan semua prinsip yang menjadi prosedur 
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pengelolaan keuangan daerah sehingga proses penatausahaan dan 

pertanggungjawabannya menjadi lancar. Apabila Bendahara Pengeluaran tidak 

melakukan penerapan prosedur secara benar, maka kredibilitas atas 

kewenangan Bendahara Pengeluaran dalam menjalankan tugasnya dapat 

diragukan yang nantinya akan mempengaruhi anggaran APBD pada periode 

berikutnya. Semakin baik prosedur pengeluaran kas suatu instansi 

pemerintahan, maka semakin dapat dipercaya besarnya kas yang dilaporkan 

pada laporan keuangan tersebut. Disamping itu, dengan adanya prosedur 

pengeluaran kas maka kemungkinan tingkat penyelewengan, pencurian dan 

penggelapan kas akan mudah ditelusuri. Oleh karena itu, Kecamatan Pakem 

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menerapkan prosedur 

pengeluaran kas uang persediaan dan ganti uang yang efisien, efektif agar 

alokasi APBD digunakan secara tepat sasaran. Diterapkannya  prosedur 

pengeluaran kas uang persediaan dan ganti uang Kecamatan Pakem yang baik  

sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat mencegah terjadinya 

penyalahgunaan dana serta  Laporan Keuangan yang dihasilkan dapat 

dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai mana mestinya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin mengetahui 

bagaimana prosedur pengeluaran kas pada Kecamatan Pakem penerapannya 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu penulis mengambil 

judul “PENERAPAN PROSEDUR PENGELUARAN KAS UANG 

PERSEDIAAN DAN GANTI UANG  PADA KECAMATAN PAKEM” 
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1.2 Tujuan Magang  

Berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan, penulis mengambil judul 

tersebut dengan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan 

prosedur pengeluaran kas uang persediaan dan ganti uang pada Kecamatan 

Pakem. 

1.3 Target Magang 

Berdasarkan tujuan magang tersebut, penulis mampu mengidentifikasi dan 

menjelaskan penerapan prosedur pengeluaran kas uang persediaan dan ganti 

uang pada Kecamatan Pakem. 

1.4 Bidang Magang 

Kegiatan magang dilaksanakan pada bidang Keuangan, Perencanaan, dan 

Evaluasi Kecamatan Pakem. Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Kecamatan Pakem mulai 

dari perencanaan serta perancangan keuangan untuk kemudian dikelola yang 

nantinya dapat dievaluasi untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan pada periode 

selanjutnya.   

1.5 Lokasi Magang 

Nama Perusahaan : Kecamatan Pakem 

Alamat   : Jl. Cangkringan No.3 Pakem, Sleman, Yogyakarta 

Kode Pos  : 55582 

Nomor Telepon : (0274) 895201 

Alamat Website  : https://pakemkec.slemankab.go.id/  

 

https://pakemkec.slemankab.go.id/
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     Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/Kantor+Kecamatan+Pakem/ 

 

Gambar 1.1  

Peta Lokasi Magang 

 

1.6 Jadwal Magang 

Magang dilaksanakan mulai akhir bulan Februari 2017 selama 1 bulan dan 

dijadwalkan 5 hari dalam seminggu. Dalam pelaksanaan magang, penulis akan 

mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kecamatan Pakem. 

Tabel 1.1 

Tabel Jadwal Magang  

No 
Keterangan 

 
Waktu Pelaksanaan 

  
Bulan 1 

 

Bulan 2 

 

Bulan 3 

 

  
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 
Pelaksanaan Kegiatan Magang 

 
            

2 

Bimbingan dengan dosen 

pembimbing 

 

            

3 
Penulisan TOR 

 
            

4 
Penyusunan Laporan Magang 

 
            

5 
Ujian Kompetensi 

 
            

 

https://www.google.co.id/maps/place/Kantor+Kecamatan+Pakem/
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Prosedur 

Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta pasti mempunyai acuan 

yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol semua aktivitas-aktivitas 

organisasinya. Oleh karena itu, setiap organisasi sebaiknya mempunyai 

prosedur dasar pelaksanaan kerja untuk menunjang kelancaran aktivitasnya. 

Menurut Mulyadi (2016) prosedur adalah kegiatan yang runtut secara 

berulang-ulang dimana biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 

departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara 

seragam atas  transaksi perusahaan. Sedangkan menurut Winarno (2006) 

prosedur merupakan kegiatan yang telah terangkai dan dibakukan untuk 

menangani suatu peristiwa atau transaksi. Serangkaian kegiatan ini terdiri atas 

beberapa urutan langkah yang tidak bisa saling ditukarkan satu sama lain yang 

harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selanjutnya menurut Baridwan 

(2013), yang dimaksud dengan prosedur yaitu rangkaian transkasi-transaksi 

yang terjadi pada perusahaan yang dibuat secara runtut dan sistematis dengan 

melibatkan beberapa pihak dalam satu bagian atau lebih. Berdasarkan uraian 

mengenai pengertian prosedur diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur 

merupakan urutan tata cara atau langkah-langkah mengenai bagaimana setiap 

tugas dilakukan, siapa yang terlibat, dokumen apa saja yang diperlukan dimana 

dibuat secara sistematis dan tidak dapat ditukar satu sama lain  guna 

mempermudah dalam melaksanakan kegiatan. 
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Perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan prosedur yang 

andal dan dapat digunakan dengan baik. Organisasi dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya memerlukan prosedur yang dapat menunjang tujuan 

organisasi agar tercapai. Menurut Mulyadi (2016), prosedur yang baik adalah 

prosedur yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan 

yang dijalankan. Tanpa adanya prosedur yang baik tentunya pengendalian 

terhadap suatu kegiatan tidak berjalan secara efektif dan tepat sasaran 

sehingga tujuan organisasi tidak dapat tercapai. Kemudian prosedur yang baik 

adalah prosedur yang menunjukkan urutan-urutan secara logis dan sederhana, 

prosedur dibuat untuk memudahkan pengguna informasinya dalam memahami 

setiap alur kegiatan yang akan dijalankan. Apabila prosedur tersebut tidak 

dibuat secara logis dan sederhana maka pengguna informasi tidak dapat 

menjalankan kegiatan sesuai tujuan yang ingin dicapai sehingga kegiatan 

operasionalnya terganggu. Selain itu, prosedur yang baik merupakan prosedur 

yang dapat memberikan keputusan serta tanggung jawab yang jelas. Prosedur 

dibuat berdasarkan keputusan atas orang-orang yang terlibat dalam 

menjalankan prosedur tersebut sebagai contoh prosedur yang dibuat adalah 

keputusan dari pimpinan organisasi untuk bawahannya , hal tersebut 

memberikan suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para 

pelaksana sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Pelaksanaan prosedur yang baik akan memberikan manfaat-manfaat. 

Salah satu manfaat dibuatnya prosedur adalah mampu memperbaiki masalah 

yang muncul sehingga dapat ditentukan langkah apa saja yang dapat dilakukan 
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pada masa yang akan datang. Apabila gagal dalam menjalan prosedur, pihak 

pelaksana kegiatan dapat dengan mudah memperbaiki langkah-langkah 

tersebut dan menentukan langkah apa yang harus diambil untuk  dijalankan 

pada masa yang akan datang. Kemudian prosedur membantu meningkatkan 

produktifitas pekerjaan secara efisien dan efektif. Prosedur dibuat untuk 

mencapai tujuan organisasi secara tepat sasaran. Pelaksana kegiatan harus 

melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan prosedur yang telah 

dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Hal ini menyebabkan 

meningkatnya produktifitas kinerja secara efisien dan efektif.  Selain itu 

prosedur juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas 

pelaksanaan kegiatan. Apabila terjadi penyimpangan, dengan adanya prosedur 

maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan.   

2.2 Sistem Akuntansi 

Serangkaian prosedur tersebut membentuk sebuah sistem yang dijadikan 

pedoman pelaksanaan aktivitas organisasi. Salah satu sistem yang berperan 

penting dalam menunjang kegiatannya adalah sistem akuntansi.  Menurut 

Mulyadi (2016) sistem akuntansi adalah rangkaian organisasi administrasi atas 

formulir, catatan, dan laporan yang di atur sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan bagi yang membutuhkan yang bertujuan 

untuk memudahkan pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi menurut Halim 

(2010) merupakan metode dan prosedur atas pengumpulan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan dari informasi mengenai keuangan dan kinerja 

suatu organisasi untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan. 
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Selanjutnya menurut Baridwan (2013) sistem akuntansi yaitu kumpulan 

formulis, catatan, prosedur, serta alat untuk mengelola data ekonomi yang 

nantinya membentuk laporan untuk pihak manajemen, pemegang sham 

kreditur, lembaga pemerintahan dalam rangka menjalankan kegiatan 

operasional. Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan 

bahwa, sistem akuntansi merupakan metode dan prosedur suatu organisasi 

yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi ekonomi 

perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan bagi pembuat 

keputusan sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

Suatu organisasi membuat sistem akuntansi yang berguna bagi seluruh 

pihak yang terkait bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Sistem 

akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas dan rinci atas 

pengelolaan kegiatan operasional suatu organisasi yang baru. Selain itu sistem 

akuntansi dibuat untuk memperbaiki informasi-informasi yang sudah ada 

karena hasilnya kurang andal sehingga struktur informasi menjadi lebih baik 

dan jelas. Kemudian pengembangan sistem akuntansi bertujuan untuk 

melindungi kekayaan organisasi sehingga pertanggungjawaban penggunaan 

kekayaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan prinsip 

ekonomi, sistem akuntansi dibuat juga bertujuan untuk menekan biaya-biaya 

atas penyelenggaran pencatatan akuntansi. 

Menurut Mulyadi (2016) sistem akuntansi memiliki 5 unsur pokok 

penting sebagai penunjang kegiatan operasional suatu organisasi. Unsur 
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sistem akuntansi yang pertama adalah formulir. Formulir sebagai dokumen 

berupa pencatatan atas transaksi-transaksi dan data keuangan. Formulir 

tersebut dimasukkan ke dalam unsur yang kedua yaitu jurnal untuk di catat 

dan diklasifikasikan sesuai jenisnya. Berdasarkan jurnal tersebut kemudian di 

posting ke buku besar yang merupakan unsur ketiga untuk diklasifikasikan 

sesuai klasifikasinya. Selain buku besar juga ada unsur keempat yaitu buku 

besar pembantu yang pengkalsifikasiannya tidak ada dalam buku besar. 

Setelah itu unsur yang kelima sebagai tahap akhir adalah pembuatan laporan 

keuangan. Nantinya laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai alat penyedia 

informasi untuk membantu pihak yang terkait dalam mengambil keputusan 

atas pengelolaan keuangan organisasi.  

2.3 Sistem Akuntansi Pemerintahan 

Menurut Bastian (2006) sistem akuntansi pemerintahan merupakan 

serangkaian prosedur yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan 

aplikasi komputer diawali dari proses pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan sebagai bentuk atas 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan menurut Halim (2010) 

sistem akuntansi pemerintahan merupakan prosedur pencatatan transaksi 

keuangan berkaiatan dengan lembaga pemerintah atas pelaksanaan anggaran 

negara serta laporan realisasinya. Kemudian menurut Baswir (2000), sistem 

akuntansi pemerintahan adalah serangkaian langkah-langkah atau prosedur 

yang berkaitan dengan bidang akuntansi pada lembaga pemerintahan. 

Prosedur yang dijalankan harus sesuai dengan peraturan yang mengikat 
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sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan  yang bersifat tidak 

mencari laba dimana lembaga pemerintahan tersebut tidak hanya skala besar 

tatapi juga skala kecil yaitu lembaga mikro. Berdasarkan penjelasan para ahli 

di atas dapat disimpulkan bahwa, sistem akuntansi pemerintahan merupakan 

metode dan prosedur pengumpulan data, pencatatan,pengikhtisaran sampai 

pelaporan keuangan yang erkaitan dengan lembaga pemerintahan sebagai 

wujud realisasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. 

Sistem akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik berbeda dengan 

sistem akuntansi perusahaan swasta. Sistem akuntansi swasta memiliki tujuan 

utama yaitu untuk memperoleh laba sebagai penunjang jalannya kegiatan 

perusahaan. Sistem akuntansi pemerintah yang berkaitan dengan lembaga 

pemerintahan dan lembaga lain di bawahnya memiliki tujuan utama tidak 

mencari laba (Baswir, 2000). Realisasi akuntansi pemerintah tidak dapat 

dipungkiri bahwa lembaga-lembaga pemerintah memiliki tujuan lain untuk 

penopang jalannya kegiatan operasionalnya. Menurut Bastian (2006) terdapat 

tiga tipe lembaga pemerintahan. Pertama berorientasi memperoleh laba 

sebagai contoh Bank (BUMN). Kedua berorientasi tidak mencari laba tipe A 

dimana lembaga tersebut keuangannya bersumber dari penjualan barang dan 

jasa, sebagai contoh Perum, Lembaga Otonom. Ketiga berorientasi tidak 

mencari laba tipe B dimana lembaga tersebut keuangannya bersumber dari 

selain penjualan barang dan jasa. 

Sistem akuntansi pemerintahan yang baik adalah sistem akuntansi yang 

pengelolaan keuangannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
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peraturan yang berlaku. Selain itu sistem yang baik adalah sistem yang dapat 

melakukan perencaan yang baik dalam hal penyusunan APBD dan kegiatan 

pembangunan operasional lain. Hal tersebut dapat membantu tercapainya 

tujuan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bersama secara 

ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri No. 13 

Tahun 2006 pasal 233 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

dijelaskan bahwa :  

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya 

meliputi: prosedur akuntansi penerimaan kas; prosedur akuntansi 

pengeluaran kas; prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan 

prosedur akuntansi selain kas.” 

 

2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah 

Bagian dari pelaksanaan atas sistem akuntansi pemerintahan salah 

satunya merupakan keuangan daerah. Peraturan perundangan-undangan yang 

berlaku sangat diperlukan dalam rangka kelancaran, ketertiban dan efektivitas 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan 

kewajiban daerah termasuk segala bentuk kekayaan yang dapat dinilai dengan 

uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah antara lain merencanakan, 

melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan 

melakukan pengawasan atas tata usaha keuangan daerah. Seluruh kegiatan 

yang dilaksanakan dalam pemerintahan daerah bersumber pada Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disusun dan diotorisasi dengan 

baik oleh pihak yang berwenang.  

Tujuan pengaturan pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan 

Bupati Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : 

“Mewujudkan pedoman bagi pengelola keuangan daerah dan 

SKPD; Mewujudkan kesamaan persepsi tentang pengelolaan keuangan 

daerah; Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; 

Mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan 

Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.” 

 

Selanjutnya menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 

Pasal 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

diterangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi : 

“Perencanaan APBD; Pelaksanaan anggaran pendapatan; 

Pelaksanaan anggaran belanja; Pelaksanaan anggaran penerimaan 

pembiayaan; Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan; dan 

Pertanggungjawaban APBD.” 

 

Perencanaan APBD berupa penyusunan dokumen anggaran daerah yang 

dibuat oleh pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran daerah. Kegiatan 

pelaksanaan anggaran pendapatan berupa menetapkan pendapatan kemudian 

menghimpun pendapatan dan yang terakhir tahap menyetorkan pendapatan. 

Selanjutnya untuk kegiatan pelaksanaan anggaran belanja meliputi menerima 

otorisasi pencairan kas pada kas umum daerah, mencairkan uang di kas umum 

daerah, dan melakukan pembayaran belanja. Menurut Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 54.1 tahun 2017 Pasal 8 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa : 
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“Organisasi pelaksana pengelolaan keuangan daerah terdiri dari : 

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan 

Keuangan, Bendahara, dan Pembuku.”  

  

Pihak-pihak terkait tersebut memiliki kewenangan dan kebijakan 

otorisasi masing-masing  yang urusannya tidak dapat dipegang oleh pihak 

yang berbeda. Pihak pelaksana wajib untuk memathui peraturan peundang-

undangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk 

pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan operasional seperti pemisahan 

tugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan keuangan daerah agar tidak 

terjadi penyelewengan dana yang dapat merugikan pemerintah dalam 

mewujudkan kesejahteraan bersama. 

2.5 Kas 

Setiap transaksi-transaksi ekonomi memerlukan suatu dasar pengukuran. 

Dasar pengukuran ini disebut dengan kas. Menurut Soemarso (2009) dari segi 

akuntansi, kas adalah uang yang berbentuk tunai maupun non tunai yang 

segera tersedia dan dapat diterima sebagai alat untuk melunasi kewajiban pada 

nilai nominalnya. Kas merupakan aset yang paling mudah untuk dicairkan 

karena kas sebagai aset lancar yang terlibat langsung maupun tidak langsung 

dalam pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Kas merupakan salah satu 

bentuk keuangan daerah. Kas daerah bersumber pada APBD yang telah diatur 

dalam peraturan pemerintah. Menurut Bastian (2006) kas daerah dapat berupa 

uang tunai, setara uang tunai, dan saldo rekening giro yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan operasional pemerintah daerah. Kas terdiri atas 

uang kertas, uang logam dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro. 
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Selain itu, kas menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan  paragraf 

8 Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan didefinisikan sebagai uang 

tunai dan non tunai yang mudah untuk dicairkan. Uang tersebut digunakan 

untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi yang telah 

dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kas merupakan segala 

bentuk uang baik uang tunai maupun non tunai berupa simpanan di bank yang 

sewaktu-waktu dapat ditarik dan digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan operasional dan wajib dipertanggungjawabkan sebagai wujud 

pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. 

Menurut PSAK No. 2, syarat suatu elemen yang dapat disetarakan 

dengan kas yaitu dapat diterima setiap saat sebagai alat pembayaran dan dapat 

disetorkan ke rekening giro yang ada di bank yang setiap saat dapat digunakan 

sesuai dengan nilai nominal suatu transaksi. Berdasarkan syarat elemen kas 

diatas dapat diketahui macam-macam kas. Kas terbagi menjadi dua yaitu Kas 

di Perusahaan dan Kas di Bank. Kas di Perusahaan merupakan uang yang 

digunakan untuk pembayaran-pembayaran yang jumlah nominalnya kecil. 

Bentuk dari kas pada perusahaan yaitu uang tunai (baik uang kertas maupun 

uang logam), rekening giro di bank yang biasanya berupa cek yang sebagai 

alat pembayaran dari pihak lain, dan unsur-unsur kas lain yang dapat disebut 

sebagai kas yaitu wesel atau bukti yang belum diuangkan. Kas di perusahaan 

biasa disebut dengan kas kecil. Kemudian yang kedua adalah kas di Bank. Kas 

di Bank adalah semua saldo rekening giro bank yang dimiliki perusahaan dan 

digunakan untuk pembayaran via cek atau trasnfer uang.  
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Kas di lembaga swasta dengan kas di lembaga pemerintahan memiliki 

persamaan dan perbedaan. Kas yang digunakan dalam kegiatan operasional 

sehari-hari  keuangan daerah sama seperti pada lembaga swasta yaitu  berupa 

kas kecil. Kas kecil lembaga pemerintah berupa dana yang berasal dari APBD 

yang jenisnya lebih dari satu macam. Selain itu lembaga pemerintah terikat 

dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak fleksibel seperti 

lembaga swasta (Bahtiar, 2002) 

2.6 Pengendalian Internal 

Kas merupakan aktiva lancar yang paling sering disalahkgunakan karena 

mudah dalam mencairkan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan atas 

jalannya pengelolaan kas.  Salah satu bagian yang penting merupakan 

pengendalian internal. Pengendalian internal berfungsi untuk mengontrol 

kegiatan-kegiatan operasional untuk menjamin tercapainya tujuan yang 

dikehendaki. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009) bahwa pengendalian 

internal  sebagai : 

“Suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, 

Manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan 

keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : 

(a) Keandalan Laporan Keuangan, (b) Efektivitas dan Efisiensi Operasi, 

dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.” 

 

Pengendalian internal menurut Mardi (2011) merupakan dari berbagai 

arah secara bersama-sama mematuhi struktur dan mekanisme suatu organisasi 

yang terintegrasi ke dalam sebuah sistem untuk menjaga seluruh harta 

kekayaan organisasi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik 
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Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  

bahwa : 

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem 

pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di 

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.” 

 

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, 

pengendalian internal adalah suatu proses atau mekanisme secara menyeluruh  

yang terintegrasi ke dalam sebuah sistem untuk menjaga, mengontrol dan 

mengarahkan jalannya kegiatan operasional suatu organisasi agar bergerak 

sesuai dengan tujuan yang telah dikehendaki serta mendorong efisiensi dan 

efektivitas informasi untuk pengambilan keputusan. 

Keberhasilan dalam penerapan pengendalian internal tidak terlepas dari 

perhatian terhadap  unsur-unsur  sistem pengendalian internal (Baridwan, 

2013). Unsur yang pertama yaitu memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tepat dan tegas oleh bagian pelaksana organisasi dalam melaksanakan 

kegiatannya. Kemudian unsur kedua yaitu adanya kekuasaan tanggung jawab 

dan prosedur pembukuan yang benar, mempunyai fungsi mengawasi 

akuntansi atas pengendalian harta kekayaan dan biaya-biaya suatu organisasi. 

Selanjutnya unsur ketiga adalah menjalankan fungsi dan tugas setiap bagian-

bagian organisasi secara praktik yang sehat. Unsur yang keempat adalah 

sumber daya manusia yang memiliki mutu dan kecakapan sesuai dengan 

tanggung jawab atas pekerjaanya.  

Tujuan adanya pelaksanaan pengendalian internal menurut Baridwan 

(2013) yaitu menjadi perlindungan atas kekayaan keuangan organisasi, selain 
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itu pengendalian internal berguna untuk meneliti dan membenarkan data-data 

keuangan yang dibutuhkan, kemudian agar mendorong kegiatan operasional 

organisasi dilaksanakan secara efisien, dan mendorong dipatuhinya peraturan 

dan prosedur pelaksanaan agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan  

2.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Segala bentuk pembiayaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangandaerah 

bersumber pada APBD. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 

tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyatakan bahwa pengertian APBD yaitu: 

“APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.” 

 

Pengertian APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 

pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD 

merupakan satu kesatuan dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yaitu penerimaan kas melalui 

rekening Kas Umum Daerah yang menambah dana sebagai hak daerah dalam 

satu periode anggaran. Kemudian belanja daerah merupakan pengeluaran kas 

yang berasal dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi dana sebagai 

kewajiban daerah dalam satu periode anggaran. Sedangkan pembiayaan 

daerah adalah segala bentuk penerimaan yang dibayar kembali atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali. Sedangkan menurut Halim (2010) 

APBD merupakan bentuk perencanaan kegiatan daerah berupa sumber 

penerimaan sebagai target minimal untuk menutupi biaya-biaya atas aktivitas 
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tersebut dan adanya biaya-biaya sebagai target maksimal pengeluaran yang 

akan dilaksanakan dalam satu periode anggaran. Berdasarkan definisi diatas 

dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan perencanaan pengelolaan 

keuangan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD berupa 

penerimaan kas untuk menambah dana dan pengeluaran kas untuk 

mengurangi biaya-biaya atas kegiatan daerah. Selain itu APBD menjadi 

acuan kerja bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah serta 

tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat.    

APBD merupakan sumber pelaksanaan pengelolaan kegiatan operasional 

pemerintah yang menjadi pedoman selama satu periode anggaran. Terdapat 

beberapa alasan mengapa APBD sangat penting dirumuskan. Pertama, APBD 

merupakan alat pemerintah yang paling penting dalam menunjang dan 

mengarahkan pembangunan dari segala bidang yang berkesinambungan untuk 

meningkatkan kesejahteraan bersama. Kemudian APBD dibuat karena adanya 

kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas namun sumber daya yang ada 

masih terbatas. Selain itu, APBD dibutuhkan utnuk meyakinkan bahwa 

pemerintah telah bertanggung jawab terhadap masyarakat sebagai realisasi 

kerja untuk meningkatan kualitas hidup masyarakat. 

APBD yang menjadi alat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna 

penyelenggaran pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu terdapat prinsip-prinsip yang menjadi acuan penyusunan APBD. 

prinsip yang pertama adalah transparansi, dimana pemerintah harus terbuka 

dalam proses pembuatan kebijakan pembentukan APBD sehingga publik 
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dapat mengetahui, memahami dengan memberikan masukan serta mengawasi 

pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan APBD. Prinsip 

selanjutnya adalah efisiensi, setiap anggaran harus di upayakan 

penggunaannya seefisien mungkin dengan cara penghematan anggaran agar 

dapat memberikan hasil yang memadai. Prinsip ketiga yaitu efektif, APBD 

harus dilaksanakan secara tepat sasaran. Segala jenis pengeluaran dalam 

APBD harus mampu menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran sesuai 

yang direncanakan dalam APBD. Kemudian APBD berprinsip akuntabilitas, 

dalam pengelolaan APBD dituntut adanya pertanggungjawaban secara 

institusional kepada DPRD karena DPRD-lah yang menilai apakah kinerja 

pemerintah dalam mengelola APBD baik atau buruk dengan menggunakan 

kriteria yang sesuai. Pertanggungjawaban publik merupakan keharusan dalam 

upaya perwujudan pemerintah yang semakin baik. prinsip terakhir yaitu 

partisipatif, dimana dalam pengelolaan APBD harus melibatkan peran serta 

publik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi publik 

biasanya berupa kritikan yang membangun terhadap cara-cara pengelolaan 

APBD yang baik dan benar.    

2.8 Pengeluaran Kas Daerah 

Pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional pemerintah daerah 

dilaksanakan melalui pengeluaran kas daerah. Pengeluaran kas merupakan 

transaksi keuangan yang menyebabkan aset berupa kas berkurang. Bendahara 

Pengeluaran sebagai pihak yang terkait bertugas untuk melakukan otorisasi 

pencairan kas dan melakukan pembayaran atas belanja daerah yang 
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merupakan kewajibannya dalam menyelenggarakan pengelolaan pengeluaran.   

Menurut Mulyadi (2016), pengeluaran kas merupakan suatu catatan yang 

dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun 

dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum suatu organisasi. 

Kemudian menurut Soemarso (2009) adalah transaksi-transaksi atas kegiatan 

ekonomi yang menyebabkan berkurangnya jumlah nominal kas baik kas di 

organsisasi maupun di bank. Hal tersebut timbul karena adanya aktivitas-

aktivitas ekonomi seperti kegiatan pembelanjaan tunai atau pembayaran utang 

maupun transaksi lainnya yang menyebabkan berkurangnya kas. Sedangkan 

menurut Ritonga (2017) bentuk dari pengeluaran kas pada daerah berupa 

belanja daerah yang mengurangi saldo kas (anggaran) dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan dimana belanja daerah digunakan dalam rangka 

mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Berdasarkan penjelasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa, pengeluaran kas daerah merupakan 

transaksi-transaksi keuangan yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas 

baik tunai maupun simpanan di bank  yang digunakan untuk mendanai 

kegiatan pemerintahan daerah dalam periode tahun anggaran. 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pihak-pihak 

yang terkait. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 tahun 2017 

Pasal 17 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pihak 

utama yang terkait atas pelaksanaan pengeluaran kas daerah adalah Bendahara 

Pengeluaran. Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran yaitu : 

“Bendahara pengeluaran bertugas menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
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untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD. Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berwenang: mengajukan permintaan pembayaran 

menggunakan SPP UP/GU/TU dan LS; menerima dan menyimpan uang 

persediaan; menyalurkan atau membayarkan panjar pada bendahara 

pengeluaran pembantu dan/atau pembantu bendahara pengeluaran; 

menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna 

Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan; meneliti 

kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh ketua 

pelaksana kegiatan; dan mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS 

yang diberikan oleh ketua pelaksana kegiatan, apabila dokumen tersebut 

tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.” 

 

2.9 Uang Persediaan 

Pengeluaran kas daerah memiliki mekanisme yang berbeda dengan 

pengeluaran kas pada umumnya. Pengeluaran kas pada SKPD menggunakan  

uang persediaan (UP) untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan 

tidak dapat dilakukan pembayaran langsung. Menurut Permendagri No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan 

bahwa uang persediaan merupakan kas dalam bentuk uang muka dengan 

jumlah tertentu yang bersifat dapat di isi ulang kembali dan tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung. Pihak yang berwenang atas 

pengelolaan uang persediaan yaitu Bendahara Pengeluaran. Adapun 

karakteristik dari UP adalah sebagai berikut. 

1. Dapat dicairkan hanya satu kali dalam satu periode anggaran; 

2. Pemberikan hanya saat awal periode anggaran (awal tahun); 

3. Bersifat revolving yang dapat di isikan kembali apabila telah 

terpakai;  

4. Besaran UP tergantung pada kebijakan daerah masing-masing 

yang biasanya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah 
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Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, permohonan kebutuhan 

dana UP pada SKPD untuk kegiatan operasional maksimal 1/12 dari pagu 

belanja langsung dengan besaran dana UP maksimal Rp 4.000.000.000 yaitu 

Empat Milyar Rupiah. Berdasarkan penggunaan dana UP, Bendahara 

Pengeluaran menyusun pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut 

dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Laporan 

Pertanggungjawaban penggunaan UP tersebut  nantinya digunakan sebagai 

bukti untuk permohonan kebutuhan dana Ganti Uang (GU). 

2.10 Ganti Uang 

Saat Uang Persediaan telah dibelanjakan, Bendahara Pengeluaran 

membuat dokumen yang diajukan untuk permintaan pengganti uang 

persediaan yang disebut Ganti Uang (GU) dan tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dokumen atas penggantian uang 

persediaan tersebut di ajukan oleh bendahara pengeluaran guna mendapat 

persetujuan dari Pengguna Anggaran. Setiap akan mengajukan Ganti Uang, 

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan 

Uang Persediaan berupa Surat Pertanggungjawaban dimana besaran dana 

Uang Persediaan yang telah digunakan  minimal  sebesar 50% dari dana 

tersebut. Besaran Ganti Uang yang dapat diberikan maksimal sebesar dana 

Uang Persediaan. Selanjutnya pengajuan permohonan kebutuhan dana Ganti 
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Uang dapat diajukan sesuai dengan kebutuhannya dimana pengajuan dapat 

dilakukan lebih dari datu kali selama periode anggaran berjalan. 

2.11 Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan dan Ganti Uang 

Prosedur pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses yang 

dilakukan baik secara manual maupun komputerisasi digunakan utnuk 

mencatat seluruh kegiatan-kegiatan atas transaksi pengeluaran kas berupa 

penerimaan kas baik tunai maupun non-tunai, penyimpanan kas, penyetoran 

kas, penatausahaan kas berupa kegiatan pembelanjaan, serta 

pertanggungjawaban pengeluaran kas berupa uang yang berada dalam 

pengelolaan SKPD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.  

Prosedur pengeluaran kas pada SKPD terdiri dari prosedur pengeluaran 

kas-langsung/pembayaran langsung dan prosedur pengeluaran kas-UP. 

Pengeluaran kas dengan pembayaran langsung merupakan penggunaan dana 

sebagai pembayaran secara langsung kepada pihak ketiga tanpa melalui 

Bendahara Pengeluaran berdasarkan perjanjian kontrak atau surat perintah. 

Sedangkan pengeluaran kas dengan UP penggunaan dana sebagai pembayaran 

atas belanja kegiatan operasional sehari-hari melalui Bendahara Pengeluaran 

dan tidak dapat dilakukan menggunakan pembayaran langsung. Berdasarkan 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat dokumen-dokumen yang 

diperlukan dalam penatausahaan pengeluaran kas daerah. 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. SPJ Belanja-Administrasi; 
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c. SPJ Belanja-Fungsional; 

d. Register SPP, SPM, SP2D; 

e. BKU (Buku Kas Umum); 

f. Realisasi Belanja Kegiatan; 

g. Bukti kas keluar disertai dengan bukti pendukung yang sah; 

h. Berita Acara Pemeriksaan Kas (per triwulan); 

i. Register Penutupan Kas; 

j. Buku Pembantu Simpanan Bank; 

k. Buku Pembantu Kas Tunai; 

l. Buku Pembantu Rincian Obyek; 

m. LPJ UP atau LPJ GU atau LPJ TU atau LPJ BTL-LS; 

n. Buku Pembantu Pajak; 

o. Bukti penyetoran pajak ke kas negara. 

Kemudian dalam pasal 248 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional diperlukan bukti transaksi sebagai wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Bukti transaksi tersebut yaitu 

SP2D dan Nota Debet dari Bank dimana bukti transaksi tersebut dilengkapi 

dengan SPM, SPD, dan Kuitansi pembayaran yang lengkap dan sah. 

Prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) dan prosedur 

pengeluaran kas Ganti Uang (GU) memiliki persamaan. Adapun prosedur 

pengeluaran kas UP dan GU adalah sebagai berikut: 
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1. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Merupakan dokumen yang digunakan untuk menyediakan dana bagi 

SKPD. SPD dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terbit 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai besaran dana UP/ 

dana GU yang dapat di ajukan. 

2. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

Dokumen ini digunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. 

Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun pada awal 

periode anggaran (awal tahun) sedangkan pengajuan SPP-GU dapat 

dilakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan selama periode anggaran 

berjalan. 

3. Menguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Mengajukan Surat 

Perintah Membayar (SPM) 

SPM merupakan Surat Perintah Membayar  yang merupakan tahapan 

penting dan lanjutan dari proses pengajuan SPP. Prosedur ini dimulai 

dengan melakukan pengujian atas SPP. Apabila SPP dinyatakan lengkap 

dan sah kemudian dibuat Rancangan SPM untuk kemudian menjadi SPM 

yang sudah diotorisasi. Apabila SPP dinyatakan tidak lengkap dan sah 

maka dibuat Surat Penolakan SPM yang nantinya diserahkan kepada pihak 

terkait untuk dilakukan pengecekan kembali. 

4. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 

Merupakan dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh BUD. Dokumen 

ini menjadi bukti dana UP dan GU sudah dapat dicairkan. Pencairan dana 
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UP dan GU melalui pihak ketiga (Bank) yang telah ditunjuk oleh BUD.  

Pertama BUD menguji meneliti kelengkapan dokumen SPM. Apabila 

dinyatakan lengkap dan sah BUD dapat menerbitkan SP2D untuk 

mencairkan dana UP dan GU. Apabila dinyatakan tidak lengkap dan sah 

maka BUD membuat Surat Penolakan SP2D yang diserahkan kepada 

pihak SKPD terkait untuk diteliti kembali. Setelah BUD meneliti 

kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa 

pengguna anggaran. SP2D dipergunakan untuk mencairkan dana lewat 

bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah. 

2.12  Bagan Alir 

Menurut Romney (2012) bagan alir adalah serangkaian metode untuk 

menganalisis yang menggunakan simbol-simbol standar dan sederhana untuk 

menjelaskan sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Sedangkan 

menurut Krismiaji (2015) bagan alir merupakan alur transaksi yang 

digambarkan ke dalam bentuk simbol yang  berupa metode secara analisis yang  

digunakan untuk menjabarkan bagaimana sistem informasi secara jelas, tepat 

dan logis sebagai bentuk penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Kemudian menurut Hartono (2005) bagan alir merupakan 

gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan arus yang ada di dalam 

program atau prosedur sistem yang dibuat secara logis. Berdasarkan penjelasan 

di atas dapat disimpulkan bahwa, bagan alir merupakan penjelasan secara rinci 

dan spesifik mengenai bagaimana sistem yang berjalan pada perusahaan, 

dokumen apa saja yang dibutuhkan, serta pihak yang terkait. 
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Bagan alir memberi gambaran yang sederhana dan mudah dipahami bagi 

para pengguna informasi  karena disusun berdasarkan simbol-simbol. Simbol-

simbol ini akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

memperoleh informasi secara efektif dan rinci. Simbol-simbol dalam bagan alir 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

 Simbol-Simbol Umum Bagan Alir  

 

Simbol 
Nama Keterangan 

 
Terminator 

Sebagai permulaan atau akhiran suatu program/ 

prosedur yang dijalankan 

 
Dokumen 

Dokumen atau laporan: dokumen tersebut dapat 

dipersiapkan dengan tulisan tangan atau dengan 

komputer 

 Pemrosesan dengan 

komputer 

Pelaksanaan pemrosesan yang dilaksanakan 

secara komputerisasi 

 
Pemrosesan manual 

Pelaksanaan pemrosesan yang dilaksanakan 

secara manual 

 
File 

File dokumen diarsipkan. Simbol menunjukkan 

urutan pengaturan secara N= Numeris, 

A=Alfabetis, D=berdasar tanggal 

 
On-page Connector 

Menghubungkan arus pemrosesan di satu 

halaman yang sama 

 Off-page  

Connector  

Menghubungkan arus pemrosesan di satu 

halaman yang berbeda 

 
Keputusan Langkah pengambilan keputusan 

 Arus 

Dokumen/proses 
Arah pemrosesan atau arus dokumen 

Sumber : Romney (2015) 

N 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1  Data Umum 

Kecamatan Pakem berdiri sejak tahun 1921, yang dahulunya bernama 

Pemerintah Kepanjen atau Kemantren Wilayah Kecamatan Pakem sebelumnya 

terletak di daerah sekitar sungai Boyong. Urutan penyebutan / panggilan 

terhadap seorang Kepala Wilayah yaitu : 

1. Asisten Panji 

2. Asisten Wedono 

3. Penewu 

4. Camat 

Pada tahun 1921-1946 Kecamatan Pakem terdiri dari 16 Kelurahan 

yaitu : 

 

Tabel 3.1 

Daftar Nama Kelurahan Pada Kecamatan Pakem 

 

1 Kalurahan Giriharjo 
 

9 Kalurahan Dero 

2 Kalurahan Tawangrejo  10 Kalurahan Turgo 

3 Kalurahan Cepet  11 Kalurahan Wonogiri 

4 Kalurahan Sembung  12 Kalurahan Padasan 

5 Kalurahan Cemoroharjo  13 Kalurahan Pakem 

6 Kalurahan Baratan  14 Kalurahan Kaliurang 

7 Kalurahan Bulus  15 Kalurahan Pandanpuro 

8 Kalurahan Mangunan  16 Kalurahan Purworejo 
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Kemudian sejak tahun 1946 terjadi penggabungan dari 16 Kalurahan 

(otonom) menjadi 5 (lima) Kelurahan baru : 

Tabel 3.2 

Daftar Nama Kelurahan Pada Kecamatan Pakem Tahun 1946 

 

1 

Kelurahan Giriharjo, Tawangrejo, Cepet dan Sembung menjadi 

Kelurahan Purwobinangun 

2 

Kelurahan Cemoroharjo, Baratan dan Bulus menjadi Kelurahan 

Candibinangun 

3 

Kelurahan Mangunan, Dero dan Turgo menjadi Kelurahan 

Harjobinangun 

4 

Kelurahan Wonogiri, Padasan dan Pakem menjadi Kelurahan 

Pakembinangun 

5 

Kelurahan Kaliurang, Pandanpuro dan Purworejo menjadi Kelurahan 

Hargobinangun. 

 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan  Daerah sebutannya berubah menjadi : 

Tabel 3.3 

Daftar Nama Kelurahan Menurut UU No. 22 Tahun 1999 

 

1 Desa Purwobinangun 

2 Desa Candibinangun 

3 Desa Harjobinangun 

4 Desa Pakembinangun 

5 Desa Hargobinangun 
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Kecamatan Pakem merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat 

daerah di Kabupaten Sleman yang dipimpin oleh Camat dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Pakem 

merupakan kecamatan paling utara yang berada di  Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan jarak 20,2 km dari ibukota provinsi. Kecamatan Pakem 

dibentuk berdasarkan 4 dasar hukum yaitu PP RI Nomor 19 Tahun 2008 

tentang Kecamatan ; Perbup No 13 Tahun 2014; Perbup Sleman Nomor 107 

Tahun 2016 Tantang SOTK Kecamatan; dan Perda Nomor 11 Tahun 2006. 

Alamat kantor Kecamatan Pakem berada di Jl. Cangkringan No.3 Pakem, 

Sleman. 

Kecamatan Pakem memiliki visi : 

“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, 

berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-goverment menuju smart 

regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.”  

 

Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut, misi Kecamatan Pakem adalah 

sebagai berikut : 

a. Meningkatkan penatausahaan pemerintahan yang baik dengan cara 

meningkatkan kualitas secara responsif dan menerapkan e-goverment 

yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi 

seluruh lapisan masyarakat. 

c. Meningkatkan sistem perekonomian rakyat untuk menanggulangi 

kemiskinan. 
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Camat Kecamatan Pakem

Suyanto, S.Sos, MM

Sekretaris Kecamatan Pakem

Slamet,S.Sos
Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Umum & 

Kepegawaian

Imro’atini

Sub Bagian 

Keuangan,Perencanaan, dan 

Evaluasi

Sri Muryani, S.Pt

Seksi Pemrintahan 

Djoko Mulyono, 

S.Ip

Seksi Ketentraman & 

Ketertiban 

Suhardiman, BA

Seksi Perekonomian 

& Pembangunan 

Ponilah, S.Sos

Seksi Kesejahteraan 

Masyarakat  

Tri Suhardi, S.ST

Seksi Pelayan Umum 

Wahyudi, S.Pd

d. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, 

serta lingkungan hidup. 

e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender  

Kecamatan Pakem memiliki struktur organisasi dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Adapun struktur organisasi Kecamatan Pakem 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Garis Komando 

   = Garis Koordinasi 

 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi Kecamatan Pakem 

  

Kecamatan sebagai satuan kerja mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah, serta di 

dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai fungsi pelaksana sebagian 

kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah daerah yang diatur dalam 
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Keputusan Bupati Sleman Nomor 29/Kep.KDH/2002, tanggal 14 September 

2002 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kepada 

kecamatan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman No. 107 Tahun 2016  tanggal 5 

Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Pakem terbagi menjadi 5 Seksi dan 1 

Sekretariat yang terdiri dari 2 Sub Bagian. Adapun tugas masing- masing  

Seksi dan Sekretariat pada Kecamatan Pakem  adalah sebagai berikut : 

1. Sekretariat 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang bersifat umum, 

kepegawaian , keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengoordinasikan 

pelaksanaan tugas pada Kecamatan Pakem agar tercapai visi misi 

bersama. 

2. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaiaan 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian berupa 

melakukan tata usaha terhadap pengelolaan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan berupa surat keputusan sebagai dasar kegiatan agar dapat 

terlaksana. 

3. Sub-Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi 

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan Kecamatan Pakem yang berawal dari bagaimana 

merencanakan dan merancang kegiatan-kegiatan operasional yang 

bersumber dari keuangan daerah untuk disetujui , kemudian 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut  untuk dapat dievaluasi 

mengenai pertanggungjawaban untuk kegiatan-kegiatan pengelolaan 

pada periode selanjutnya. 

4. Seksi Pemerintahan 

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dengan 

melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

khususnya di wilayah Kecamatan Pakem. 

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan mengenai 

penanggulangan tindakan penyimpangan yang meresahkan wilayah 

Kecamatan Pakem agar terciptanya ketentraman dan ketertiban wilayah 

demi membangun kesejahteraan bersama. 

6. Seksi Perekonomiaan dan Pembangunan 

Mempunyai tugas melaksanakan segala bentuk kegiatan yang berguna 

untuk penguatan sistem perekonomian di wilayah Kecamatan Pakem 

menuju pembangunan yang berkelanjutan. 

7. Seksi Kesejahteraan Masyarakat 

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan atas penggoordinasian, 

pembinaan dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.  

8. Seksi Pelayanan Umum 

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum. Pelayanan umum 

yang diberikan meliputi pembuatan E-KTP, KK, serta dokumen-
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dokumen lain yang berhubungan dengan kependudukan dan 

kewarganegaraan yang ada pada Kecamatan Pakem. 

3.2    Data Khusus 

Prosedur pengeluaran kas daerah menjadi pedoman penting bagi 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan  operasional keuangannya. Sumber dana berupa APBD sangat 

terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangatlah 

penting untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur pengeluaran kas 

uang persediaan dan ganti uang pada Kecamatan Pakem. Organisasi 

pelaksana pengelola  keuangan daerah Kecamatan Pakem terdiri dari Camat 

Pakem selaku Pengguna Anggaran; Sekretaris Camat Pakem selaku Pejabat 

Penatausahaan Keuangan; Bendahara Umum Daerah yang berada di bawah 

naungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD);  Bendahara 

Kecamatan Pakem; dan Pembuku Kecamatan Pakem. Seluruh organisasi 

memiliki pemisahan fungsi dan kewenangan masing-masing. Kebutuhan 

operasional SKPD berupa APBD yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Setelah disahkannya anggaran, proses 

selanjutnya adalah pelaksanaan program kerja dan kegiatan oleh masing-

masing SKPD sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). Berdasarkan 

kebutuhan operasional tersebut, Bendahara Pengeluaran sebagai 

penatausahaan atas pengeluaran kas daerah menyampaikan kebutuhan UP 

kepada melalui prosedur pengeluaran kas mekanisme UP. Adapun 
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penerapan prosedur pengeluaran kas UP pada Kecamatan Pakem adalah 

sebagai berikut : 

3.2.1 Prosedur Pengeluaran Kas Uang Persediaan 

Prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) merupakan proses 

awal yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan  dalam  

menjalankan pengelolaan keuangan untuk kegiatan operasional Kecamatan 

Pakem. Prosedur pengeluaran kas UP terdiri dari 7 tahapan. Berikut adalah 

tahapan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan : 

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Langkah pertama dari prosedur pengeluaran kas UP dimulai 

dengan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana. Berikut adalah bagan alir 

penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Camat PakemBendahara Umum Daerah 

Ph
as

e

Mulai

DPA-

Kecamatan 

Pakem

Membuat dan 

menerbitkan SPD

SPD
1

2

3

1

A

1

SPD
1

2

1

DPA-

Kecamatan 

Pakem



38 
 

Berdasarkan Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa prosedur 

pengeluaran kas UP dimulai dari diterbitkannya Surat Penyediaan Dana 

(SPD) oleh BUD yang berada dibawah naungan Badan Keuangan dan 

Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. SPD dibuat berdasarkan 

kebutuhan UP yang telah tercantum dalam DPA Kecamatan Pakem yang 

terintegrasi pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Sleman. Kedudukan dokumen SPD adalah sebagai dokumen 

atas penyediaan dana bagi Kecamatan Pakem selama satu periode 

anggaran yang telah ditetapkan. SPD dibuat 3 rangkap yang kemudian 2 

rangkap diserahkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Camat Pakem 

kemudian 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-

UP) dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan 

(SPM-UP) 

Permohonan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang 

Persediaan (SPP-UP) digunakan untuk pengisian dana UP. Dana UP 

hanya dapat diajukan setiap awal periode anggaran (awal tahun) dan UP 

hanya dapat dilakukan sekali dalam satu periode anggaran (1 tahun) yang 

besarannya sesuai dengan SK Bupati Sleman. Setelah pengajuan SPP-UP 

disetujui, dilanjutkan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar 

Uang Persediaan (SPM-UP). Berikut adalah prosedur pengajuan SPP-UP 

dan penerbitan SPM-UP : 
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Gambar 3.3  

Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang 

Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar Uang 

Persediaan (SPM-UP) 

Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Perintah Membayar 
Uang Persediaan (SPM-UP)
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Berdasarkan Gambar 3.3 dapat dijelaskan prosedur selanjutnya 

yaitu pengajuan SPP-UP dan SPM-UP. Prosedur pengajuan SPP-UP 

dimulai dari Camat Pakem menyerahkan SPD kepada Bendahara 

Pengeluaran dan Sekretaris Camat Pakem. Dasar pengajuan SPP-UP 

berupa SPJ Pengeluaran GU (Laporan Pertanggungjawaban GU 

Sebelumnya, Lembar Validasi Pertanggungjawaban GU Sebelumnya)  

dan Laporan Rekonsiliasi Aset bulan terakhir pada satu periode anggaran 

yang biasanya bulan Desember. Berdasarkan SPD dan SPJ-GU tersebut, 

Bendahara Pengeluaran membuat SPP-UP dan menyiapkan dokumen-

dokumen pendukung yang diperlukan antara lain : Surat Pengantar SPP-

UP, Ringkasan SPP-UP, Rincian SPP-UP, Salinan SPD, Draf Surat 

Pernyataan dari Camat Pakem yang menyatakan bahwa uang yang 

diminta tidak dipergunakan selain sebagai ganti uang persediaan, dan 

Lampiran lain (SPJ-UP dan Laporan Rekonsiliasi Aset sebelumnya). 

Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-UP beserta dokumen 

pendukung kepada Sekretaris Camat Pakem. Apabila dokumen SPP-UP 

dinyatakan lengkap/sah, maka Sekretaris Camat Pakem membuat 

rancangan SPM sebanyak dua rangkap, satu dokumen diserahkan ke 

Pengguna Anggaran yaitu Camat Pakem untuk di otorisasi sedangkan 

dokumen lainnya di arsipkan. Sekretaris Camat Pakem menerbitkan SPM 

maksimal dua hari kerja setelah diterimanya pengajuan SPP-UP dari 

Bendahara Pengeluaran. SPM yang telah diotorisasi oleh Camat Pakem 

diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah beserta dokumen Surat 
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Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran. Apabila dokumen 

SPP-UP tidak lengkap/tidak sah, maka Sekretaris Camat Pakem 

menerbitkan surat penolakan SPM yang diterbitkan maksimal satu hari 

kerja setelah SPP-UP diterima. Surat penolakan SPM beserta dokumen 

SPP-UP yang di tolak selanjutnya diteliti oleh Bendahara Pengeluaran 

untuk dilakukan penyempurnaan atas SPP-UP. SPP-UP yang telah 

disempurnakan kemudian serahkan kepada Sekretaris Camat Pakem 

untuk di teliti kembali. 

3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-

UP) 

Surat Perintah Pencairan Dana merupakan dokumen yang 

dijadikan sebagai dasar dana dapat dicairkan. Dana yang cair hanya dapat 

diberikan melalui pihak eksternal yaitu Bank yang sudah ditunjuk oleh 

pihak BUD segera setelah BUD menyatakan bahwa dokumen SPM yang 

di ajukan oleh Camat Pakem dinyatakan lengkap/sah. Setelah dokumen 

SPM tersebut lengkap/sah maka BUD dapat menerbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana.  Surat Perintah Pencairan Dana sebagai dokumen yang 

berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanpa 

diterbitkannya dokumen ini, maka prosedur pengeluaran kas tidak dapat 

berjalan karena dana tidak dapat dicairkan sehingga kegiatan operasional 

SKPD tidak dapat dijalankan. Adapun prosedur penerbitan SP2D-UP 

pada Kecamatan Pakem adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.4 

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang 

Persediaan (SP2D-UP) 
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Berdasarkan Gambar 3.4 dapat dijelaskan bahwa prosedur 

penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediian (SP2D-UP) 

dimulai dengan Camat Pakem menyerahkan SPM kepada BUD. 

Kemudian BUD melakukan pengujian dokumen SPM, apakah penerbitan 

SPM sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dokumen 

SPM dinyatakan sah, BUD menerbitkan SP2D  sebanyak lima rangkap, 

rangkap pertama Bank yang ditunjuk, rangkap kedua untuk Camat 

Pakem, rangkap ketiga untuk BUD  dan rangkap keempat untuk Pihak 

Ketiga, dan rangkap kelima untuk Bendahara Kecamatan Pakem . BUD 

mencatat SP2D beserta Nota Debet (dari Bank) pada dokumen 

penatausahaan, yaitu Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas Pengeluaran. 

Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan, 

yaitu Buku Kas Umum Pengeluaran. Apabila dokumen SPM dinyatakan 

tidak lengkap/tidak sah, BUD menerbitkan surat penolakan SP2D yang 

dibuat maksimal satu hari kerja setelah SPM diterima. Setelah itu surat 

penolakan SP2D diberikan kepada Camat Pakem untuk dilakukan 

penyempurnaan. Setelah disempurnakan kemudian diserahkan kembali 

kepada BUD untuk diteliti kembali. 

4. Pencairan Dana berdasarkan SP2D-UP 

Setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, maka dana 

Uang Persediaan sudah dapat dicairkan. Dana UP diberikan secara 

pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening Bendahara Pengeluaran 
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Kecamatan Pakem. Adapun prosedur pencairan dana UP adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 

Prosedur Pencairan Dana Berdasarkan SP2D-UP 
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Berdasarkan Gambar 3.5 diatas dapat dijelaskan bagaimana 

prosedur dana Uang Persedian dicairkan. Prosedur dimulai dari proses 

pencairan dana berdasarkan SP2D-UP dan SK Bupati berupa besaran 

dana UP dilakukan melalui transfer dana dari BUD yaitu kas umum 

daerah ke Rekening Pihak Penerima yaitu Bendahara Pengeluaran 

Kecamatan Pakem. Besaran dana UP yang dapat dicairkan sesuai dengan 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu 1/12 (satu per dua 

belas) dari pagu belanja langsung dengan besaran dana UP paling banyak 

Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu besaran dana UP 

yang dapat dicairkan juga berdasarkan DPA Kecamatan Pakem yang 

telah disetujui dan disahkan oleh BUD Kabupaten Sleman. Besaran dana 

UP pada tahun anggaran saat ini dapat dicairkan yang bersumber dari 

dana UP pada tahun anggaran sebelumnya yang belum 

dipertanggungjawabkan. Syarat yang harus dipenuhi berupa fotokopi dari 

sisa setor kembali UP tahun anggaran sebelumnya. 

5. Penggunaan Dana UP untuk Kegiatan Pembelanjaan 

Dana UP yang telah cair akan digunakan Bendahara Pengeluaran 

Kecamatan Pakem untuk pembiayaan kegiatan operasional Kecamatan 

Pakem yang dilaksanakan seksi-seksi yang ada di Kecamatan Pakem 

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pencairan dana UP 

dilakukan secara non-tunai dimana pengambilan dana UP hanya sesuai 

dengan kebutuhan saja berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga 
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tidak dapat dicairkan semua secara langsung. Adapun prosedur 

penggunaan dana UP untuk kegiatan pembelanjaan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 

Prosedur Penggunaan Dana UP untuk Kegiatan Pembelanjaan 

Prosedur Penggunaan Dana UP untuk Kegiatan Pembelanjaan
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Berdasarkan Gambar 3.6 dapat dijelaskan prosedur penggunaan 

dana Uang Persediaan untuk kegiatan pembelanjaan pada Kecamatan 

Pakem yang dilaksanakan sesuai dengan DPA Kecamatan Pakem. 

Langkah awal yaitu PPTK mengajukan surat permohonan pengajuan 

anggaran. Surat permohonan pengajuan anggaran dibuat 2 rangkap dan  

diajukan kepada Camat Pakem untuk di otorisasi. Setelah diotorisasi, 

rangkap pertama diberikan ke Bendahara Pengeluaran dan rangkap kedua 

diarsipkan oleh PPTK. Bendahara Pengeluaran meneliti besaran dana 

yang dibutuhkan apakah isi surat telah sesuai dengan DPA masing-

masing PPTK. Apabila sesuai, Bendahara Pengeluaran memberikan dana 

tersebut kepada PPTK secara tunai jika besaran dana yang dibutuhkan 

tidak perlu pemindahbukuan dan non tunai jika besaran dana yang 

dibutuhkan tidak dapat ditunaikan atau nominalnya terlalu besar. Apabila 

tidak sesuai, surat dikembalikan lagi ke PPTK untuk diteliti kembali. 

Selama pelaksanaan kegiatan operasionalnya, pengguna dana telah 

menerima dana dalam keadaan bersih karena dana telah di potong pajak 

sesuai dengan pengenaannya sebelum diberikan. Pajak yang di potong 

oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Pajak Restoran, PPH Pasal 21, PPH 

Pasal 22, dan PPH Pasal 23. 

6. Pembukuan Penggunaan Dana UP 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan atas penggunaan 

dana UP berdasarkan bukti-bukti transaksi dari PPTK. Adapun prosedur 

pembukuan penggunaan dana UP adalah sebagai berikut: 
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Berdasarkan Gambar 3.7 tersebut dapat dijelaskan prosedur yang 

dilakukan Bendahara Pengeluaran dalam pembukuan atas penggunaan 

dana Uang Persediaan dimulai dari dana UP secara tunai berupa uang 

diserahkan oleh PPTK Kecamatan Pakem. Kemudian uang tersebut 

digunakan untuk pembayaran atas kegiatan yang dilakukan. Pembayaran 

diberikan kepada pihak ketiga yaitu pihak yang berkaitan dengan 

kegiatan yang dijalankan PPTK. Setelah pihak ketiga menerima uang, 

kemudian membuat kuitansi sebagai bukti transaksi beserta cap atas 

pembayaran tersebut. Bukti transaksi selanjutnya diserahkan kepada 

PPTK. Selanjutnya berdasarkan bukti transaksi, PPTK membuat laporan 

pertanggungjawaban (LPJ). Isi LPJ berupa pelaksanaan kegiatan yang 

telah di lakukan. PPTK membuat LPJ sebanyak dua rangkap. Rangkap 

pertama diserahkan kepada Camat Pakem dan rangkap kedua diarsipkan. 

Kemudian Camat Pakem melakukan otorisasi atas laporan 

pertanggungjawaban yang diserahkan oleh PPTK. Laporan 

pertanggungjawaban (LPJ) yang sudah diotorisasi untuk diserahkan ke 

Bendahara Pengeluaran. PPTK menyerahkan bukti transaksi yang sudah 

dicap kepada Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan LPJ yang telah 

diotorisasi dan bukti transaksi yang telah dicap, Bendahara Pengeluaran 

melakukan penginputan dan perekapan  ke dalam Buku Kas Keluar atas 

transaksi tunai secara komputerisasi menggunakan sistem aplikasi 

Pamkab Sleman yang terintegrasi. Seluruh pembelanjaan atas kegiatan 

operasional secara non tunai dibayarkan melalui rekening Bendahara 
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Pengeluaran Kecamatan Pakem. Berdasarkan DPA-Kecamatan Pakem, 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dengan cara 

pemindahbukuan uang melalui Bank. Kemudian Bank memberikan bukti 

transaksi yang sudah divalidasi  atas pemindahbukuan kepada Bendahara 

Pengeluaran.  Berdasarkan bukti transaksi pemindahbukuan dari Bank, 

Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dan perekapan ke dalam 

Form Pemindahbukuan secara komputerisasi menggunakan Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman. Buku Kas 

Keluar dan Form Pemindahbukuan dijadikan sebagai dasar pembuatan 

pertanggungjawaban atas pembelanjaan. 

7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana UP 

Bentuk atas realisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

yang dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran yaitu 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP dan diserahkan kepada 

BUD Kabupaten Sleman. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana UP 

nantinya digunakan untuk mengajukan dana selanjutnya yaitu dana Ganti 

Uang (GU) sesuai dengan kebutuhan dana atas pelaksanaan pengelolaan 

keuangan daerah apabila dana UP telah dipergunakan dan dibutuhkan 

penggantian dana UP. Seluruh bentuk pertanggungjawaban penggunaan 

dana UP dilakukan secara komputerisasi yang terintegrasi dengan seluruh 

kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Adapun prosedur 

pertanggungjawaban penggunaan dana UP adalah sebagai berikut : 
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Berdasarkan Gambar 3.8 dapat dijelaskan prosedur 

pertanggungjawaban penggunaan dana UP yang dimulai dari Bendahara 

Pengeluaran menyerahkan Bukti Kas Keluar dan  Form Pemindahbukuan 

ke Camat Pakem untu k diverifikasi. Setelah terverifikasi, bukti tersebut 

dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan Bukti Kas Keluar 

dan Form Pemindahbukuan, Bendahara Pengeluaran membuat Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) secara komputerisasi lalu dicetak kemudian 

diserahkan kepada Camat Pakem untuk disahkan. Camat Pakem 

mengesahkan LPJ melalui tanda tangan dari  Sekretaris Camat Pakem 

untuk diserahkan ke Bendahara Umum Daerah (BUD). BUD meneliti 

kelengkapan LPJ tersebut. Apabila tidak lengkap maka LPJ dikembalikan 

ke Kecamatan Pakem untuk diteliti kembali. Apabila sudah lengkap, 

BUD membuat Lembar Validasi Pertanggungjawaban Dana GU 

sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama untuk diserahkan ke Bendahara 

Pengeluaran. Rangkap kedua diarsipkan. Berdasarkan LPJ dan Lembar 

Validasi Pertanggungjawaban dari BUD, Bendahara Pengeluaran 

membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran melalui sistem 

aplikasi Pemkab Sleman. Kemudian SPJ Pengeluaran dibuat dua 

rangkap. Rangkap pertama adalah asli dan rangkap kedua adalah kopian 

asli yang kemudian diserahkan ke Kasubag KPE Kasubag KPE 

menerima 2 rangkap SPJ Pengeluaran. Kasubag KPE meneliti 

kelengkapan apakah sudah sesuai antara pelaksanaan kegiatan dengan 

bukti transaksi. Apabila tidak lengkap maka SPJ Pengeluaran 
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dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk di cek kembali. Apabila 

sudah lengkap maka SPJ Pengeluaran tersebut dapat digunakan sebagai 

syarat untuk pengajuan GU. SPJ Pengeluaran asli untuk pengajuan GU, 

SPJ Pengeluaran kopian asli disimpan dalam arsip. 

Prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) berdasarkan 

pengamatan penulis selama menjalankan tugas magang sudah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu selama penerapan prosedur 

pengeluaran kas Uang Persediaan (UP) sudah terdapat pemisahan fungsi 

dan  tanggung jawab  atas penerapan prosedur, setiap transaksi dan 

dokumen sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, serta pemberian 

tanggung jawab kepada pegawai yang sesuai dengan kompetensinya. 

Selain itu, tidak ada pembuatan bagan alir seperti penulis buat yang 

menjelaskan bagaimana prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan 

sehingga pihak-pihak terkait tidak dapat mengetahui secara mudah dan 

jelas mengenai penerapan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan. 

Namun terdapat kendala dalam penerapan prosedur pengeluaran kas 

Uang Persediaan. Pada saat prosedur pembukuan penggunaan dana UP, 

terdapat beberapa PPTK Kecamatan Pakem yang masih terlambat dalam 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas program kegiatan yang 

telah dilaksanakan kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pakem 
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yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan SPJ Pengeluaran 

sehingga SPJ Pengeluaran tidak dapat diselesaikan  tepat waktu selama 

satu bulan tersebut. Terjadi penumpukan dalam menyusun SPJ 

Pengeluaran dimana Bendahara Pengeluaran menyusun SPJ Pengeluaran 

bulan lalu dan bulan saat ini pada saat yang bersamaan. Kemudian 

kendala selanjutnya berupa kendala teknis dimana Bendahara 

Pengeluaran masih kurang teliti dalam menyusun pembukuan 

penggunaan dana UP dan terjadi kesalahan penulisan pada sistem 

komputerisasi sehingga Bendahara Pengeluaran harus melakukan 

pembenaran ke BKAD dengan membuat surat resmi terlebih dahulu. Hal 

tersebut mengakibatkan turunnya kredibilitas Kecamatan Pakem di 

hadapan BUD yang nantinya mempengaruhi penilaian atas kinerja 

Kecamatan Pakem. 

3.2.2 Prosedur Pengeluaran Kas Ganti Uang 

Prosedur pengajuan Ganti Uang (GU) dapat dilakukan apabila UP 

telah digunakan minimal sebesar 50% dari jumlah UP tersebut. SPP-GU 

dapat disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegaitan. 

SPP-GU diajukan berdasarkan sejumlah besaran yang terdapat pada Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan UP yang telah di sahkan. Berikut 

adalah prosedur pengeluaran kas Ganti Uang (GU) pada Kecamatan Pakem: 

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) 

Proses pertama dimulai dengan diterbitkannya Surat Penyediaan 

Dana dibuat oleh Bendahara Umum Daerah yang berada dibawah 
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naungan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. 

Kedudukan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah sebagai 

dokumen atas penyediaan dana bagi Kecamatan Pakem selama satu 

periode anggaran yang telah ditetapkan. SPD dibuat 3 rangkap yang 

kemudian 2 rangkap diserahkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Camat 

Pakem kemudian 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Dokumen SPD 

selain dapat digunakan untuk penyediaan dana uang persediaan juga 

dapat digunakan untuk penyediaan dana ganti uang. Adapun prosedur 

penerbitan Surat Penyediaan Dana adalah sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 

Prosedur Penerbiatan Surat Penyediaan Dana 

Prosedur Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
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Berdasarkan Gambar 3.9 dapat dijelaskan bahwa prosedur 

pengeluaran kas UP dimulai dari diterbitkannya Surat Penyediaan Dana 

(SPD) oleh BUD yang berada dibawah naungan Badan Keuangan dan 

Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman. SPD dibuat berdasarkan 

kebutuhan UP yang telah tercantum dalam DPA Kecamatan Pakem yang 

terintegrasi pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kabupaten Sleman. Kedudukan dokumen SPD adalah sebagai dokumen 

atas penyediaan dana bagi Kecamatan Pakem selama satu periode 

anggaran yang telah ditetapkan. SPD dibuat 3 rangkap yang kemudian 2 

rangkap diserahkan kepada Pengguna Anggaran yaitu Camat Pakem 

kemudian 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) 

dan Penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) 

Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan dana berupa Ganti 

Uang (GU) pada saat Uang Persediaan (UP) telah digunakan dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara sah. Adapun prosedur pengajuan adalah 

sebagai berikut : 

Permohonan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti 

Uang (SPP-GU) digunakan untuk mengajukan dana Ganti Uang pada 

saat Uang Persediaan telah digunakan dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara sah. Setelah pengajuan SPP-GU disetujui, dilanjutkan prosedur 

penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU). Berikut 

adalah prosedur pengajuan SPP-GU dan penerbitan SPM-GU : 
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Gambar 3.10 

Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 

(SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) 

Prosedur Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang  (SPP-GU) dan Surat Perintah Membayar 
Ganti Uang  (SPM-GU )
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Berdasarkan Gambar 3.10 dapat dijelaskan prosedur pengajuan 

SPP-GU dan SPM-GU dimulai dari Camat Pakem menyerahkan SPD 

kepada Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Camat Pakem. Dasar 

pengajuan SPP-GU berupa SPJ Pengeluaran UP (Laporan 

Pertanggungjawaban UP, Lembar Validasi Pertanggungjawaban UP)  

dan Laporan Rekonsiliasi Aset bulan sebelumnya. Berdasarkan SPD dan 

SPJ-UP tersebut, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-GU dan 

menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan antara lain : 

Surat Pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian SPP-GU, Salinan 

SPD, Draf Surat Pernyataan dari Camat Pakem yang menyatakan bahwa 

uang yang diminta tidak dipergunakan selain sebagai ganti uang 

persediaan, dan Lampiran lain (SPJ-GU dan Laporan Rekonsiliasi Aset 

sebelumnya). Kemudian Bendahara Pengeluaran menyerahkan SPP-GU 

beserta dokumen pendukung kepada Sekretaris Camat Pakem. 

Selanjutnya Sekretaris Camat Pakem meneliti kesesuaian SPP-GU 

berdasarkan SPD dan DPA Kecamatan Pakem dan kelengkapan 

dokumen SPP-GU.  Apabila dokumen SPP-GU dinyatakan lengkap/sah, 

maka Sekretaris Camat Pakem membuat rancangan SPM sebanyak dua 

rangkap, rangkap pertama diserahkan kepada Camat Pakem untuk di 

otorisasi dan rangkap kedua diarsipkan. Sekretaris Camat Pakem 

menerbitkan SPM maksimal dua hari kerja setelah diterimanya 

pengajuan SPP-GU dari Bendahara Pengeluaran. SPM yang telah 

diotorisasi oleh Camat Pakem diserahkan kepada Bendahara Umum 
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Daerah beserta dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna 

Anggaran. Apabila dokumen SPP-GU tidak lengkap/tidak sah, maka 

Sekretaris Camat Pakem menerbitkan surat penolakan SPM yang 

diterbitkan maksimal satu hari kerja setelah SPP-GU diterima. Surat 

penolakan SPM rangkap pertama beserta dokumen SPP-GU yang di tolak 

diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan 

penyempurnaan SPP-GU. SPP-GU yang telah disempurnakan, di 

serahkan kepada Sekretaris Camat Pakem untuk di teliti kembali. 

3. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang (SP2D-GU) 

Surat Perintah Pencairan Dana merupakan dokumen yang 

dijadikan sebagai dasar dana dapat dicairkan. Dana yang cair hanya dapat 

diberikan melalui pihak eksternal yaitu Bank yang sudah ditunjuk oleh 

pihak BUD segera setelah BUD menyatakan bahwa dokumen SPM yang 

di ajukan oleh Camat Pakem dinyatakan lengkap/sah. Setelah dokumen 

SPM tersebut lengkap/sah maka BUD dapat menerbitkan Surat Perintah 

Pencairan Dana. SP2D dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta 

tidak melebihi anggaran yang tersedia. Surat Perintah Pencairan Dana 

sebagai dokumen yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan 

daerah. Tanpa diterbitkannya dokumen ini, maka prosedur pengeluaran 

kas tidak dapat berjalan karena dana tidak dapat dicairkan sehingga 

kegiatan operasional SKPD tidak dapat dijalankan. Dokumen SP2D-GU 

sama dengan dokumen SP2D-UP sehingga prosedur penerbitan SP2D-
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GU juga sama dengan prosedur penerbitan SP2D-UP. Adapun prosedur 

penerbitan SP2D-GU pada Kecamatan Pakem adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang 

(SP2D-GU) 

Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang ( SP2D-GU )
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Berdasarkan Gambar 3.11 dapat dijelaskan prosedur penerbitan 

SP2D-GU dimulai dari Camat Pakem menyerahkan SPM kepada BUD. 

Kemudian  BUD melakukan pengujian dokumen SPM, apakah 

penerbitan SPM sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila 

dokumen SPM dinyatakan sah, BUD menerbitkan SP2D  sebanyak lima 

rangkap, rangkap pertama Bank yang ditunjuk, rangkap kedua untuk 

Camat Pakem, rangkap ketiga untuk BUD  dan rangkap keempat untuk 

Pihak Ketiga, dan rangkap kelima untuk Bendahara Kecamatan Pakem. 

Selanjutnya BUD mencatat SP2D beserta Nota Debet (dari Bank) pada 

dokumen penatausahaan, yaitu Buku Kas Penerimaan dan Buku Kas 

Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D pada dokumen 

penatausahaan, yaitu Buku Kas Umum Pengeluaran. Apabila dokumen 

SPM dinyatakan tidak lengkap/tidak sah, BUD menerbitkan surat 

penolakan SP2D yang dibuat maksimal satu hari kerja setelah SPM 

diterima. Surat penolakan SP2D diberikan kepada Camat Pakem untuk 

dilakukan penyempurnaan. Setelah disempurnakan, diserahkan kembali 

kepada BUD untuk diteliti kembali. 

4. Pencairan Dana berdasarkan SP2D-GU 

Setelah Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang diterbitkan, 

maka dana Ganti Uang sudah dapat dicairkan. Dana Ganti Uang 

diberikan secara pemindahbukuan dari rekening Bendahara Umum 

Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pakem.  Adapun 

prosedur pencairan dana berdasarkan SP2D-GU adalah sebagai berikut :  
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Gambar 3.12 

Prosedur Pencairan Dana Berdasarkan SP2D-GU 

Prosedur Pencairan Dana Berdasarkan SP2D-GU
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Berdasarkan Gambar 3.12 dapat dijelaskan prosedur pencairan 

dana berdasarkan SP2D-GU dimulai dari proses pencairan dana 

berdasarkan SP2D-GU dilakukan melalui pemindahbukuan dana dari 

BUD yaitu kas umum daerah ke Rekening Pihak Penerima yaitu 

Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pakem. Dana GU yang dapat 

dicairkan tidak boleh melebihi besaran dana yang sesuai dengan SP2D 

yang telah disahkan. Besaran GU yang dicairkan sesuai dengan besaran 

dana UP yang sudah terrealisasi yaitu  sesuai dengan SPJ UP 

sebelumnya. Sebagai contoh alokasi UP yang dapat dicairkan sebesar Rp 

100.0000.000. Selanjutnya dalam SPJ-UP terlaksana kegiatan yang 

menghabiskan dana UP sebesar Rp 80.000.000, sehingga besaran GU 

yang dapat dicairkan adalah sebesar Rp 80.000.000. Total sisa saldo 

dengan besaran GU yang cair sebesar Rp 100.000.000. Untuk GU 

selanjutnya terlaksana kegiatan yang menghabiskan dana sebesar Rp 

95.000.000, maka besaran GU yang dapat dicairkan untuk GU 

selanjutnya adalah sebesar Rp 95.000.000. Ketentuan tersebut berlaku 

untuk GU selanjutnya. GU dapat diajukan berkali-kali sesuai dengan 

kebutuhan untuk pembelanjaan atas kegiatan. Kecamatan Pakem 

mengajukan GU setiap bulan selama periode anggaran berjalan. 

5. Penggunaan Dana GU untuk Kegiatan Pembelanjaan 

Dana GU yang telah cair dapat digunakan untuk pembiayaan 

kegiatan operasional Kecamatan Pakem yang dilaksanakan seksi-seksi 

yang ada di Kecamatan Pakem selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 
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(PPTK). Pencairan dana GU dilakukan secara non tunai dimana 

pengambilan dana GU hanya sesuai dengan kebutuhan saja sehingga 

tidak dapat dicairkan semua secara langsung. Adapun prosedur 

penggunaan dana GU untuk kegiatan pembelanjaan adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 

Prosedur Penggunaan Dana GU untuk Kegiatan Pembelanjaan 

Prosedur Penggunaan Dana GU untuk Kegiatan Pembelanjaan
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Berdasarkan Gambar 3.13 diatas dapat dijelaskan prosedur 

penggunaan dana GU untuk kegiatan pembelanjaan dimulai dari PPTK 

mengajukan surat permohonan pengajuan anggaran. Surat dibuat 2 

rangkap. Kemudian surat diajukan kepada Camat Pakem untuk di 

otorisasi. Surat yang telah diotorisasi diserahkan ke Bendahara 

Pengeluaran untuk rangkap pertama dan diarsipkan oleh PPTK untuk 

rangkap kedua. Bendahara Pengeluaran meneliti besaran dana yang 

dibutuhkan apakah isi surat permohonan pengajuan telah sesuai dengan 

DPA bagian PPTK tersebut. Apabila sesuai, Bendahara Pengeluaran 

memberikan dana tersebut kepada PPTK baik secara tunai maupun non 

tunai sesuai dengan isi surat tersebut. Apabila tidak sesuai, surat 

dikembalikan lagi ke PPTK untuk diteliti kembali. Dana yang diberikan 

sebelumnya telah di potong pajak sesuai dengan pengenaanya. Pajak 

yang di potong oleh Bendahara Pengeluaran yaitu Pajak Restoran, PPH 

Pasal 21, PPH Pasal 22, dan PPH Pasal 23. 

6. Pembukuan Penggunaan Dana GU 

Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan atas penggunaan 

dana GU yang sama dengan dana UP. Pembukuan dilakukan berdasarkan 

bukti-bukti transaksi dari PPTK yang melaksanakan kegiatan 

pembelanjaan  sesuai dengan DPA masing-masing PPTK. Adapun 

prosedur pembukuan penggunaan dana GU adalah sebagai berikut : 
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Berdasarkan Gambar 3.14 dapat dijelaskan prosedur pembukuan 

penggunaan dana GU dimulai dari Dana GU tunai berupa uang telah 

diserahkan oleh PPTK Kecamatan Pakem. Kemudian uang tersebut 

digunakan untuk pembayaran atas kegiatan yang dilakukan. Pembayaran 

diberikan kepada pihak ketiga yaitu pihak yang berkaitan dengan 

kegiatan yang dijalankan PPTK. Setelah pihak ketiga menerima uang, 

kemudian membuat kuitansi sebagai bukti transaksi beserta cap atas 

pembayaran tersebut. Bukti transaksi selanjutnya diserahkan kepada 

PPTK. Berdasarkan bukti transaksi, PPTK membuat laporan 

pertanggungjawaban (LPJ). Isi LPJ berupa pelaksanaan kegiatan yang 

telah di lakukan. PPTK membuat LPJ sebanyak dua rangkap. Rangkap 

pertama diserahkan kepada Camat Pakem dan rangkap kedua diarsipkan. 

Kemudian Camat Pakem melakukan otorisasi atas laporan 

pertanggungjawaban yang diserahkan oleh PPTK. Laporan 

pertanggungjawaban yang sudah diotorisasi untuk diserahkan ke 

Bendahara Pengeluaran. PPTK menyerahkan bukti transaksi yang sudah 

dicap kepada Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan LPJ yang telah 

diotorisasi dan bukti transaksi yang telah dicap, Bendahara Pengeluaran 

melakukan penginputan dan perekapan  ke dalam Buku Kas Keluar atas 

transaksi tunai secara komputerisasi menggunakan sistem aplikasi 

Pamkab Sleman yang terintegrasi. Seluruh pembelanjaan atas kegiatan 

operasional secara non tunai dibayarkan melalui rekening Bendahara 

Pengeluaran Kecamatan Pakem. Berdasarkan DPA-Kecamatan Pakem, 
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Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran dengan cara 

pemindahbukuan uang melalui Bank.  Kemudian Bank memberikan bukti 

transaksi yang sudah divalidasi atas pemindahbukuan kepada Bendahara 

Pengeluaran. Berdasarkan bukti transaksi pemindahbukuan dari Bank, 

Bendahara Pengeluaran melakukan penginputan dan perekapan ke dalam 

Form Pemindahbukuan secara komputerisasi menggunakan sistem 

aplikasi Pemkab Sleman yang terintegrasi. Buku Kas Keluar dan Form 

Pemindahbukuan dijadikan sebagai dasar pembuatan 

pertanggungjawaban atas pembelanjaan. 

7. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana GU 

Setelah dilakukan pembukuan atas penggunaan dana GU, 

Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pakem melakukan 

pertanggungjawaban atas penggunaan GU. Pertanggungjawaban tersebut 

diserahkan kepada BUD Kabupaten Sleman. Pertanggungjawaban atas 

penggunaan dana GU nantinya digunakan untuk setiap akan mengajukan 

Ganti Uang (GU) selanjutnya. Dana GU dapat diajukan lebih dari satu 

kali dan  diajukan berdasarkan kebutuhan. Apabila telah habis digunakan, 

dana GU dapat diajukan kembali melalui prosedur yang telah ditetapkan. 

Seluruh bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana UP dilakukan 

secara komputerisasi yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan 

keuangan seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Adapun 

prosedur dalam pertanggungjawaban penggunaan dana GU adalah 

sebagai berikut :  
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Berdasarkan Gambar 3.15 dapat dijelaskan prosedur 

pertanggungjawaban penggunaan dana GU dimulai dari Bendahara 

Pengeluaran menyerahkan Bukti Kas Keluar dan  Form Pemindahbukuan 

ke Camat Pakem untuk diverifikasi. Setelah terverifikasi, bukti tersebut 

dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran. Berdasarkan Bukti Kas Keluar 

dan Form Pemindahbukuan, Bendahara Pengeluaran membuat Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) melalui sistem aplikasi keuangan Pemkab 

Sleman lalu dicetak kemudian diserahkan kepada Camat Pakem untuk 

disahkan. Camat Pakem mengesahkan LPJ melalui tanda tangan dari  

Sekretaris Camat Pakem untuk diserahkan ke Bendahara Umum Daerah 

(BUD). BUD meneliti kelengkapan LPJ tersebut. Apabila tidak lengkap 

maka LPJ dikembalikan ke Kecamatan Pakem untuk diteliti kembali. 

Apabila sudah lengkap, BUD membuat Lembar Validasi 

Pertanggungjawaban Dana GU sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama 

untuk diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Rangkap kedua diarsipkan. 

Berdasarkan LPJ dan Lembar Validasi Pertanggungjawaban dari BUD, 

Bendahara Pengeluaran membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Pengeluaran melalui sistem aplikasi keuangan Pemkab Sleman. 

Kemudian SPJ Pengeluaran dibuat dua rangkap. Rangkap pertama adalah 

asli dan rangkap kedua adalah kopian asli yang kemudian diserahkan ke 

Kasubag KPE. Kasubag KPE menerima 2 rangkap SPJ Pengeluaran. 

Kasubag KPE meneliti kelengkapan apakah sudah sesuai antara 

pelaksanaan kegiatan dengan bukti transaksi. Apabila tidak lengkap maka 
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SPJ Pengeluaran dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran untuk di cek 

kembali. Apabila sudah lengkap maka SPJ Pengeluaran tersebut dapat 

digunakan sebagai syarat untuk pengajuan GU. SPJ Pengeluaran asli 

untuk pengajuan GU, SPJ Pengeluaran kopian asli disimpan dalam arsip.  

Penerapan prosedur pengeluaran kas Ganti Uang (UP) 

berdasarkan pengamatan penulis selama menjalankan tugas magang 

sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No. 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan  

Peraturan Bupati Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu selama penerapan 

prosedur pengeluaran kas Ganti Uang (GU) sudah terdapat pemisahan 

fungsi dan  tanggung jawab  atas penerapan prosedur, setiap transaksi 

dan dokumen sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang, serta 

pemberian tanggung jawab kepada pegawai yang sesuai dengan 

kompetensinya. Selain itu, tidak ada pembuatan bagan alir seperti penulis 

buat yang menjelaskan bagaimana prosedur pengeluaran kas Ganti Uang 

sehingga pihak-pihak terkait tidak dapat mengetahui secara mudah dan 

jelas mengenai penerapan prosedur pengeluaran kas Ganti Uang.  Namun 

terdapat kendala dalam penerapan prosedur pengeluaran kas Ganti Uang 

yang sama dengan kendala dalam penerapan prosedur pengeluran kas 

Uang Persediaan. Saat prosedur pembukuan penggunaan dana GU, 

terdapat beberapa PPTK Kecamatan Pakem yang masih terlambat dalam 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas program kegiatan yang 
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telah dilaksanakan kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Pakem. 

Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya penyusunan SPJ Pengeluaran 

sehingga SPJ Pengeluaran tidak dapat diselesaikan  tepat waktu selama 

satu bulan tersebut. Terjadi penumpukan dalam menyusun SPJ 

Pengeluaran dimana Bendahara Pengeluaran menyusun SPJ Pengeluaran 

bulan lalu dan bulan saat ini pada saat yang bersamaan. Kemudian 

kendala selanjutnya berupa kendala teknis dimana Bendahara 

Pengeluaran masih kurang teliti dalam menyusun pembukuan 

penggunaan dana GU dan terjadi kesalahan penulisan pada sistem 

komputerisasi sehingga Bendahara Pengeluaran harus melakukan 

pembenaran ke BKAD dengan membuat surat resmi terlebih dahulu. 

Surat tersebut harus disetujui oleh Camat Pakem untuk diserahkan oleh 

BUD. Hal tersebut mengakibatkan turunnya kredibilitas Kecamatan 

Pakem di hadapan BUD yang nantinya mempengaruhi penilaian atas 

kinerja Kecamatan Pakem.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan bahwa penerapan prosedur pengeluaran kas Uang 

Persediaan dan Ganti Uang yang dijalankan Kecamatan Pakem telah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku yang dijelaskan pada Permendagri No 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati 

Sleman Nomor 54.1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. Seluruh penerapan prosedur pengeluaran kas Uang 

Persediaan dan Ganti Uang telah dilakukan secara komputerisasi yang 

terintegrasi anatra kecamatan satu dengan kecamatan lain di Kabupaten Sleman 

melalui sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sleman. 

Selama penerapan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan dan Ganti Uang 

telah terdapat pemisahan fungsi dan  tanggung jawab  atas penerapan prosedur 

dimana setiap transaksi dan dokumen sudah diotorisasi oleh pihak yang 

berwenang, serta pemberian tanggung jawab kepada pegawai yang sesuai 

dengan kompetensinya. Selain itu, tidak ada pembuatan bagan alir seperti 

penulis buat yang menjelaskan bagaimana prosedur pengeluaran kas Uang 

Persediaan dan Ganti Uang sehingga pihak-pihak terkait tidak dapat 

mengetahui secara mudah dan jelas mengenai penerapan prosedur pengeluaran 

kas Uang Persediaan dan Ganti Uang. 
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Kendala yang dihadapi Kecamatan Pakem dalam penerapan prosedur 

pengeluaran kas Uang Persediaan dan Ganti Uang terjadi keterlambatan dalam 

penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh PPTK dan 

kesalahan penulisan ke dalam sistem komputerisasi oleh Bendahara 

Pengeluaran yang menyebabkan kinerja Kecamatan Pakem tidak maksimal.   

4.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan sebagai 

berikut : 

a. Penerapan prosedur pengeluaran kas Uang Persediaan dan Ganti Uang 

sebaiknya digambarkan bagan alir agar pihak-pihak yang terkait dapat 

mengetahui secara jelas sehingga pihak-pihak yang terkait mudah dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya. Bagan alir dapat di cantumkan ke 

dalam website Kecamatan Pakem. 

b.  Diperlukan tindakan tegas dari pimpinan yang ditujukan kepada masing-

masing PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar tidak terjadi keterlambatan 

dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban serta agar 

lebih teliti dalam penyusunan pembukuan penggunaan dana Uang Persediaan 

dan Ganti Uang sehingga kinerja Kecamatan Pakem dapat berjalan maksimal. 
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LAMPIRAN 1 

Surat Keterangan Pelaksanaan Magang 
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LAMPIRAN 2 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pakem 
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LAMPIRAN 3 

Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang 

(SPP-GU) 
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LAMPIRAN 4 

Rincian Penggunaan Dana Surat Permintaan 

Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) 
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LAMPIRAN 5 

Surat Perintah Membayar Ganti Uang  (SPM-GU) 
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LAMPIRAN 6 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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LAMPIRAN 7 

Bukti Kas Keluar 
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LAMPIRAN 8 

Daftar Rekening Pemindahbukuan 
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LAMPIRAN 9 

Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan 
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LAMPIRAN 10 

Surat Pertanggungjawaban Fungsional Rekening 
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LAMPIRAN 11 

Lembar Validasi Pertanggungjawaban GU 
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